BAB V
HASIL PENELITIAN
KEBIJAKAN RELEASE AND DISCHARGE
DALAM MENYELESAIKAN KASUS BLBI

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil peiagliyang didapat dari
wawancara mendalam dengan 4 narasumber utamaisepegttelah dijelaskan
dalam bab 3. Untuk lebih jelasnya, penulis akan bregnhasil penelitian tersebut
ke dalam dua sub bab yaitu klasifikasi kasus BLBh telease and discharge

sebagai penyelesaian kasus BLBI

4.1. Klasifikasi Kasus BLBI
Pengklasifikasian kasus BLBI sangat penting unhkihat termasuk ke
dalam jenis apa kasus ini. Hal itu juga didapat Heterangan narasumber yang

berbeda pendapat soal kasus ini.

4.1.1. Kasus Utang Piutang
Menurut Rudy Satrio, kasus BLBI lebih merupakanukastang
piutang biasa, seperti yang umumnya terdapat padaskkeperdataan.
Rudy berpendapat, kasus BLBI merupakan kasus upéutgng antara
pihak pemerintah sebagai kreditur dengan para utelgd. Kasus
pidananya hanya terletak pada jaminannya yang [salata sehingga
timbul masalah pidana. Aspek pidananya lebih @kleada masalatnark
up, pemalsuan bukan korupsi. Rudy menyimpulkan imtii kasus ini
adalah sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kasus korupsi;
b. Merupakan persoalan utang piutang;
c. Tindak pidana perbankan;
d. Hukum pidana lebih terkait pada pemalsuan, penyudpamark up.
Rudy juga menjelaskan bahwa kasus ini merupakamlatabiasa
dalam dunia perbankan, menjadi besar karena adaentiegan

didalamnya. Jika melihat kenyataan tersebut, makenjadi suatu
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kewajaran jika ada ketakutan diantara para pardpatkebijakan seperti
yang diungkapkan seorang advokat di Jakarta daldisamnya mengenai
perlu adanya dekriminalisasi di perbankan. MenwatnUU Tindak

Pidana Korupsi yang menyeret para direksi Bl seblagaiptor memberi

ruang yang tidak seimbang dalam praktek perbartHahitu dikarenakan
direksi perbankan swasta tidak mengalami hal yangas Lebih jelasnya,
aturan tersebut terdapat dalam penjelasan umumngnaétee-4 huruf b UU

N0.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Ke@@0D tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendetimskeuangan
negara adalah seluruh kekayaan negara dalam beamakpun, yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdalamnya segala
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewggoantimbul karena
berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertgrggaban

BUMN/BUMD. #*

Hal yang sama juga yang coba dijelaskan Rudy ketika
membicarakan mengenai konsep kerugian negara selaga korupsi.
Menurut Rudy, yang harus dilihat dari aturan hukawhalah tujuan
akhirnya, apakah menginginkan uang negara kembali anencari
tersangka untuk dihukum. Seperti yang terjadi gedaus direksi Bl yang
dihukum dengan UU Tipikor, Rudy melihat hal ituaidperlu karena para
direksi Bl itu bukan koruptor.

Transaksi bisnis perbankan merupakan wilayah yamylp resiko
dimana masalah untung rugi merupakan hal yang.dNesaun, jika setiap
kerugian yang diakibatkan pembuat kebijakan mendapRuman, maka
bisa dipastikan dunia bisnis akan menjadi tempagyadak memberikan
kepastian hukum guna beraktivitas.

Dalam praktek di Negara yang menganut sismsmmon law
kasus seperti ini juga merupakan hal yang biasgdie Laporan
Corporate Crime Reportermenyebutkan dari 34 kasus yang melibatkan
korporasi, 17 diantaranya membuat kesepakatanrdieiagadilan. Salah
satu pendapat yang kemudian dijadikan dasar mangglpku bisnis sulit

81 Kertawacana, Sulistion®erlu Dekriminalisasi di Perbankai21 Maret 2007, diunduh dari:
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/21/opidl
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dimintakan pertanggungjwaban adalah pernyataan asgorprofesor
hukum di Universitas George MasogGrime exists only in the mind of an
individual," "Since a corporation has no mind, #&rccommit no crinie®

Rudy melihat Indonesia yang menganut sistem hukueof law
tidak berarti harus kaku menyikapi permasalahan \WWalaupun sistem
hukum saat ini lebih menekankan pada aspek pidanand harus ada
terhukum dalam setiap kasus, akan tetapi harugatiijuga prinsip
ultimum remedium dalam hukum pidana yaitu hukumapal merupakan
sarana akhir dalam penyelesaian kasus jika saraim tidak bisa
digunakan.

Polemik yang sama juga terjadi dalam kasus-kasuspko di
BUMN terutama menyangkut investasi atau operasiqmaiusahaan.
Misalnya saja suatu Direksi BUMN melakukan kegiaitarestasi jangka
pendek atau operasional perusahaan, dimana seltagiakannya telah
menguntungkan perusahaan, akan tetapi pada suatunsastasi yang
dilakukan gagal sehingga menimbulkan kerugian @drasn. Dalam kasus
investasi yang menimbulkan kerugian, direksi dinnakddituntut ke
pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi @asar melakukan
perbuatan melawan hukum vyaitu tidak melakukan patngfati, tidak
mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku dglarasahaannya.
Sementara itu, tersangka/terdakwa berdalih bahvggatesn operasional
dan investasi yang rugi tersebut adalah merupakaegiatan bisnis
sebagiamana yang dilakukan oleh perusahaan padanyauOleh karena
itu kerugian adalah merupakan resiko bisnis, karemayata sebagian
besar kegiatan serupa telah mendatangkan keuntfhgan

Jika melihat praktek yang sudah biasa terjadi diarigan
perbankan tersebut, seharusnya kasus seperti Blldnbmerupakan hal

yang baru lagi. Kasus ini menjadi istimewa jugaekar banyaknya pihak

82 Mokhiber, RusselCrime Without Conviction: The rise of Deferred axan Prosecution
AgreementsCorpprate Crime Reporter, 28 Desember 2005, diuridri:
www.corporatecrimereporter.com/report122805.htm

8 RamelanMetode Interpretasi dan Jaminan Kepastian HukunaataPemberantasan Tindak
Pidana Korupsi9 Juli 2007, Diunduh danwww.legalitas.org/?q=node/227
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yang ikut campur didalamnya. Salah satunya merfRugly adalah pihak
media. Rudy melihat masalah ini juga merupakanl&bhaa media dalam
pemberitaan sehingga menyebabkan debitur menjadkdt@an melihat
banyaknya tuntutan pidana untuk memenjarakan dehbitadahal jika
dilihat akar masalahnya ketika krisis ekonomi glotesjadi seharusnya
yang harus disalahkan adalah negara karena nega@ memberikan
bantuan dan jika debitur menerima, maka hal itabiskwajarnya.

Dari contoh-contoh tersebut diatas menunjukan bdtasas BLBI
lebih merupakan kasus perdata daripada pidana mpalaerdapat banyak
unusr-unsur pidana dalam kasus ini, akan tetapibp&tan terhadap
unsur-unsur itu masih sulit dilakukan. Rudy menobkan analogi kasus
Century yang saat ini terjadi bahwa kesalahan ysamya dilakukan lagi
oleh negara ketika memberi uang kepada bank yargukie sudah
bobrok. Hal seperti inilah yang akan menimbulkarsafeh di masa depan
karena sepanjang masih ada kepentingan didalammglea kasus seperti

ini berpotensi menimbulkan kolusi dan nepotisme.

4.1.2. Kasus Pidana

Narasumber yang menyebut kasus ini sebagai kadasgiadalah
Eva Achyani dan Rosa Agustina. Eva berpendapatsk&diBl adalah
kasus pidana dikarenakan sudah memasuki ranah hpkibitk dimana
Negara terlibat. Eva kurang sependapat dengan piaag menyatakan
kasus ini sebagai kasus perdata melihat kerugiaig gatimbulkannya.
Walaupun Eva juga tidak menolak bahwa pendefinikasus ini sebagai
kasus pidana tidak serta merta harus diselesaikagath hukum pidana.
Hal itu dikarenakan dalam hukum pidana terdapatsgsi umum yaitu
ultimum remedium Prinsip tersebut memberikan jalan kepada
penyelesaian lain sebelum memasuki ranah pidana.

Berbeda dengan Rosa Agustina yang berpendapat hakasi
korupsi merupakan unsur yang membuat kasus ini knessuah pidana.
Akan tetapi, Rosa setuju dengan pendapat Eva yargasukkan unsur

publik pada kasus ini. Rosa juga menilai kasuskinang tepat jika
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disebut sebagai kasus utang piutang biasa. MelRosé, jika memang

kasus ini merupakan kasus utang piutang biasa rpangamerintah

mengeluarkan ketentuaelease and discharggang menyebabkan unsur
pidana hilang. Padahal secara tidak langsung demgamasukkan klausul
tersebut, maka pemerintah mengakui adanya unsangidalam kasus ini.

Unsur pidana dalam kasus BLBI timbul ketika BPK whita untuk
mengaudit penggunaan dana BLBI tersebut. Dalamrdapya, BPK
secara umum menyimpulkan, dalam pemberian danangita valas
kepada perbankan nasional ternyata Bank Indonesia :

1. Tidak melakukan prosedur verifikasi dan konfirmgang memadai
sebelum melaksanakan pembayaran valas;

2. Melakukan pengikatan jaminan yang tidak sepenuhrapat
menjamin pengembalian dana talangan valas dari dabkur dalam
negeri yang mendapat pinjaman dana talangan valas;

3. Melakukan pembayaran yang menyalahi ketentuan;

4. Tidak menciptakan prosedur pengendalian terhadaggumaan dana
talangan valas oleh bank debitur dalam negeri @amggmbalian valas
dari kreditur luar negeri.

Sedangkan Penyimpangan penggunaan BLBI oleh baméripea
antara lain adalah BLBI yang prinsipnya hanya balgiergunakan untuk
membayar dana nasabah tapi digunakan untuk halinselatuk
pembayaran nasabah seperti untuk transaksi sutarga dan pelunasan
dana kepada pihak non nasabah. Dari total penenirBa#| pada 48
bank, yaitu senilai Rp. 144,53 triliun, telah ditgkan berbagai
pelanggaran. Penyimpangan-penyimpangan yang dimukencapai
nilai Rp. 84,84 triliun atau 59,7% dari keseluruti&irBl.%*

Namun begitu, Eva menampik kemungkinan kasus imupakan
kasus korupsi. Polemik yangh terjadi saat ini, menhuEva lebih
disebabkan paradigma yang masih berkembang dalamak baparat

penegak hukum bahwa tiap kasus harus diproses sgmepgadilan.

#Tinjauan Yuridis Penghentian Penydikan Atas Kasaist@an Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Oleh Kejaksaan Agun@ktober 2008. Diunduh dari:
http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_camti&view=article&id=84&Itemid=84
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Padahal paradigma tersebut sudah tidak banyakdipgkai di negara-
negara maju. Hal tersebut sekali lagi dikarenalsas alltimum remedium
yang menjadikan pidana sarana paling akhir dalamygdesaian masalah.

Pada akhirnya Eva menyarankan jika pihak yang mea&ksus
ini sebagai kasus korupsi seharusnya melihat i@rldblu pada proses
pembuktiannya. Hal itu dikarenakan, dalam hukumapéd pembuktian
merupakan bagian paling penting dan untuk melilzakah debitur
terbukti korupsi sangat sulit karena kebijakan BLyng dikeluarkan
negara dengan sendirinya menafikan unsur melawakunhudalam
korupsi. Eva memberi analogi dalam kasus pinjanendaraan yaitu jika
pihak pemberi meminjamkan dengan sukarela makak tichungkin
mempermasalahkan bensin kendaraan tersebut jikayater setelah
dipakai tinggal setengah.

Berbeda dengan Eva, Rosa Agustina tetap berpen#tapas ini
terindikasi korupsi karena menyangkut kepentingarum yang dengan
sendirinya menyangkut rasa keadilan masyarakata Reenganalogikan
kasus ini seperti kasus pencurian dimana jika pemga mengembalikan
barang yang dicurinya tidak serta merta meniadak@erbuatan
mencurinya.

Namun, Rosa tidak menampik bahwa praktek sepertné@mang
dekat dengan masalah keperdataan. Hal itu dikaa@nakggapan bahwa
negara sebagai pihak ketika membuat perjanjian MSKRNIA dan
APU dengan para debitur dengan sendirinya telabepaskan haknya
sebagai negara dan masuk sebagai pihak yang malakekjanjian. Oleh
kerena itu, Rosa mengatakan negara sendiri sedangouat formulasi
yang tepat untuk kasus-kasus seperti ini yaitu $&sisus yang
melibatkan kontrak dengan negara dan resiko teh@aainan yang ada.

Pada intinya Rosa melihat masalah ini sebagai @miadadbijakan
dan jika negara bersikeras untuk menyelesaikan skasu diluar
pengadilan atau memilih cara perdata, maka hametusiuri good faith
yang ada dari para pihak yang terlibat karenatb&h yang menentukan

dalam hukum perdata. Rosa mengingatkan bahwa negenailiki dua
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peran yaitu sebagai subjek hukum publik dan subjééum privat. Oleh
karena itu, negara berhak menjalankan kedua fuhgssesuai dengan
haknya.

4.1.3. Kasus Korupsi

Teten Masduki secara eksplisit menyebut kasusasug& korupsi,
akan tetapi ia tidak ingin menyamakannya dengamsk&®rupsi biasa.
Menurut Teten, kasus BLBI merupakan kasus korugsersik. Hal itu
dikarenakan kebijakan pemerintah ketika mengelumB{aBI tidak sesuai
dengan tujuan awal. Ketika BLBI digunakan sebagguektingan pribadi
para debitor, pemerintah tidak bertindak tegas.yda sama terjadi pula
ketika pemerintah member ruang gerak bagi debdaogysudah melanggar
ketentuan batas pemberian kredit. Hal inilah yangnumut Teten
merupakan korupsi sistemik karena kepentingan eigelorang
mengalahkan kepentingan orang banyak hanya karang gedikit itu
memegang kekuasaan dalam pemerintahan.

Walau Teten menyebut kasus ini sebagai kasus kioakzs tetapi
dalam literatur korupsi maupun penyelidikan yantpkiikan terhadap
kasus ini tidak berhasil membuktikan tindak pidaeesebut. Salah satu
unsur korupsi yang sulit dibuktikan adalah ‘melawadrukum’.
Penyelidikan terhadap kasus ini dihentikan olehalksgan agung juga
dikarenakan hal tersebut. Memang tidak bisa dipuingklanya faktor
kerugian Negara yang patut menjadi pertimbanganmuyiga ternyata
faktor itu belum cukup untuk membawa kasus ini &egadilan.

Dalam teori hukum umum A{gemeine Rechtslehre yang
dikembangkan pada abad 19 di Eropa oleh RudolhB¢ag dan filosof
John Austin dari Inggris, penyelesaian masalah angketa hukum
(legal problem solvingselalu didasarkan pada teori pertanggungjawaban
(imputentie theoryyang senantiasa menggunakan metadéy disipliner
dalam menangani berbagai persoalan hukum. Dalargimadapi masalah-

masalah hukum menurut teori ini, kepentingan umuenjadi indikator
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utama dalam memecahkan dan menyelesaikan perguadsoalan
hukum?®?

Dalam tataran ini mestinya penegak hukum senantressgadikan
teori imputati sebagai pegangan utama ketika begead dengan kasus-
kasus korupsi. Dengan demikian kasus-kasus korogig& yang masuk
'Korupsi Kekuasaan', yaitu perbuatan yang mencederaejahteraan
rakyat pedreiging een aan tasting van net welzijn van égolking
maupun 'Korupsi Konvensional' (perbuatan yang mikamg keuangan
negara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompd&pat ditangani
secara bertanggung jawab dan senantiasa membeastieep hukum,
keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku kompsipun masyarakat
dan penegak hukum sendiri. Dalam mengelaboragiutation theory
tersebut aparat penegak hukum selain harus seladmggunakan
interpretasi hukum juga diharapkan dapat menggumaietode penalaran
(konstruksi hukum) berupa analogi, penghalusan mugechtvervijning
danargumentum a contrarieehingga semua kasus yang dihadapi dapat
dibuatkanlegal opinionuntuk kepentingan perumusan fakta hukum, isu
hukum, analisis dan konklusi yang komprehensif, dalapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam tatan&om

Namun, untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus hukiamanya
kasus korupsi dengan baik dan bertanggung jawab, genegak hukum
dan tentunya juga masyarakat pencari keadilan haemsiliki rujukan
(term of referenceyang sama tentang regulasi yang digunakan dalam
memroses suatu tindak pidarg&trafbaar Fei} korupsi yang masuk dalam
lapangan kajian hukum pidana khusus, yaitu hukurtema seperti UU
31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana koyapgj diubah dengan
UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No 31/1999 kizgkum formil
seperti KUHAP yang diatur dalam UU No. 8/1981. Kagan rujukan ini

sangat penting agar tercipta suatu pemahaman, gi@mafdan upaya

% Seran, John Bernandtegal Problem Solving’ Kasus Korupsi (Suatu WawaBaat Penegak
Hukum),31 Mei 2007. Diunduh dari:
http://www.indomedia.com/poskup/2007/05/31/edisi®iri.htm
86 |1h;

Ibid.
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pemecahan masalah hukum yang transparan, dapamtrdikelemen-
elemen masyarakat demi terciptanya rasa keadilapadtian dan
kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam tataran inringe terjadi
kemandekan dalam proses penyelesaian BAP yangtdgibogidik dengan
tahapan pembuatanrequisitoir (tuntutan) jaksa sehingga proses
penanganannya pun terkesan diulur-ulur, tidak pdstn cenderung
digunakan oleh otoritas untuk kepentingan-kepeatingyang tidak
produktif dalam upaya menjadikan hukum sebagai Kaatosemua
kegiatan kemasyarakat&h.

Menurut teori hukum,egal problem solvingdalam tataran ini
adalah dengan menerbitkan surat penghentian pkagiddan atau
penghentian penuntutan perkara sebagaimana teair dalam KUHAP.
Dengan demikian selain ada kepastian hukum dak tetkesan adanya
penghancuran karakter bagi para tersangka semeatsidik jika telah
dengan tegas dan berani memulai proses kasus kddapna adanya
bukti permulaan grima fatie evident yang kuat harus berani pula
memastikan prosesnya apakah berlanjut atau dapattdian jika ternyata
secara legal tidak dapat dilanjutkan kendati daletaran ini pula
persoalan HAM dapat diperdebatkan [&yi.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa tidak mudah
mengkategorikan suatu kasus sebagai kasus korgrsiama jika
pembuktiannya sulit dilakukan. Jika pada akhirnkaputusan yang
diambil adalah menghentikan kasus itu, maka haetart juga merupakan
bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. gflaait yang terlibat
dalam suatu kasus harus bisa menerima keputusan \a&tau untuk
sebagian dirasakan tidak memenuhi rasa keadilaryardsat seperti
kutipan pada awal tulisan ini bahwa hukum mungiklak sempurna, akan
tetapi sarana itu tetap merupakan sarana terbaik lyisa dilakukan.

Teten sendiri mengakui bahwa untuk kasus BLBI sestitusnya
masih bisa diperdebatkan, apakah saat itu sah uftdak atau tidak.
Menurut Teten, jika pemerintah ingin membantu sektol yang

8 bid.
8 |hid.
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terhempas krisis ekonomi, seharusnya pemerintak moemberikan dana
BLBI kepada pengusaha yang terbukti tidak bisa
mempertanggungjawabkan dananya. Teten menyayandkan itu
dikarenakan dana BLBI yang kembali ke pemerintahyha23% dari
keseluruhan dana yang dikeluarkan pemerintah.

Teten menegaskan BLBI sebagai kasus korupsi sist&arena
kejahatan BLBI merupakan kejahatan bertingkat yawefjbatkan banyak
pihak. Pertama, Teten setuju kebijakan BLBI jikdak ada kebijakan lain
yang saat itu dianggap dapat dilakukan. Kedua, patal seharusnya
menindaklanjuti kasus pelanggaran UU Perbankan k&etterjadi
penyimpangan seperti yang dilaporkan BPK. Teten beghanalogi kasus
pembalakan liar dimana tindak pidana yang terjadilamggar UU
Kehutanan, maka pembalak dihukum korupsi, akarpitetatuk melihat
unsur melawan hukumnya dari UU Kehutanan. Begitia yang terjadi
dengan BLBI, untuk membuktikan unsur melawan hukyenmarus
melalui UU Perbankan.

Teten tidak setuju dengan pendapat yang menyatalesalah ini
merupakan masalah keperdataan yang berasal dajakeeb yang salah
dari negara. Menurut Teten, korupsi tidak bisa ibes®ndiri sehingga
harus ada dua pihak yang bekerjasama, keduanyaahadasmbuat
kebijakan dan penerima kebijakan.

4.2. Releaseand Discharge dalam Penyelesaian Kasus BLBI

Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan baumamelease and
dischargedigunakan sebagai suatu kebijakan untuk meny&msdasus BLBI.
Dari klasifikasi terhadap kasus BLBI, dapat teditehwa kasus itu menjadi
kontroversi dikarenakan kurangjelasnya aturan hulgang digunakan. Oleh

karena itu, penyelesaian untuk kasus ini pun merkanl banyak pertimbangan.
4.2.1. Kebijakan Hukum Perdata

Rudy Satrio melihat kebijakamelease and dischargesebagai

kebijakan biasa dalam hukum perdata. Rudy menigiudgan Negara
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lebih diakibatkan karena debitur takut dengan amcamukum pidana
sehingga tidak segera mengembalikan uang yangjapnya. Menurut
Rudy, jika saja pemerintah tidak memberikan ancatmakum pidana,
kemungkinan uang Negara kembali lebih besar. Yartu miperhatikan
lagi adalah ide penyelesaian kasus ini, apakam inggnghukum orang
atau mengembalikan aset Negara. Kenyataan yandgaddian masyarakat
adalah harus ada seorang terhukum padahal hukuengpgksuai dengan
prinsip ultimum remediunmerupakan sarana terakhir ketika sarana yang
lain tidak bisa lagi digunakan.

Rosa Agustina dalam pidato pengukuhannya sebagai lygsar
hukum perdata FHUI mengatakan bahwa kebijalkdease and discharge
tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Nanfosa juga tidak
menampik bahwa hukum perdata Indonesia sudah ketiaig jaman.
Oleh karena itu, menurut Rosa, sudah saatnya KUKHiPevisi sehingga
dapat menampung ide-ide baru yang sesungguhnyah sada dalam
prakiek. Rosa juga berpendapat bahwa fjidease and dischargeasuk
dalam kategori perdata maka yang lebih tepat adpklepasan hak.
Namun, tetap saja, dalam hukum perdata mekanistepgsan hak tidak
serta merta menafikan hukum pidana karena ada tkdid&um umum
yang mengatakan bahwa perdata tidak serta mertedadan pidana.

Rudy tidak sependapat dengan Rosa bahwa menuryt padh
awal perjanjian dibuat antara pemerintah dengana pdebitur,
sesungguhnya intinya adalah “bayar utang kamu, maksalah selesai”.
Jadi ketika timbul masalah dikarenakan aset-asef) yhjaminkan tidak
bisa dicairkan seharusnya itu merupakan masalahldgi. Jadi release
and discharge menurut Rudy adalah kemudahan yarhgrildin
pemerintah kepada debitur daripada uang negara kiefabali dan hal itu
merupakan praktek yang wajar dalam suatu transaksi.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa adanya kerugiegara
yang semakin besar lebih diakibatkan karena buagg gibebankan pada
pinjaman tersebut. Sesungguhnya jika debitur hangunasi sebagian

dan sudah sesuai dengan utang pokoknya, maka fmmeseksai. Beban
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bunga yang tinggi yang menyebabkan debitur tidakmma melunasi
utangnya. Rudy membuat ilustrasi yang menurutngaebdalam praktek
perbankan ketika seseorang meminjam uang dan bdak membayar,
maka sudah sewajarnya orang itu meminta peranjang&itu atau jika
tidak mampu membayar karena bunga yang tinggi, madaadi normal
jika orang tersebut meminta pemotongan bunga.

Jadi ketika kejaksaan menghentikan kasus ini dambegkannya
ke Departemen Keuangan yang memdilt of court settlemenmaka hal
itu menurut Rudy sudah tepat karena jika kasusdipaksakan masuk
ranah pidana, yang terjadi malah menguntungkantutelkarena jika
sudah dihukum, debitur dengan sendirinya tidak akan mengembalikan
uangnya. Lebih lanjut, Rudy menjelaskan kasus lbagai bentuk
perdamaian atau cara lain untuk menyelesaikan atasdlam bidang
keperdataan.

Rosa Agustina melihat para pengacara yang mengidesajakan
ini_sepertinya tidak paham dengan sistem hukum ndioriesia atau

memang kondisi saat itu yang mengharuskan kebija&parti ini dibuat.

The release and discharge clause was flawed fraothiset. The clause
IS an integral part of the MSAA, which was hastilpwn up in late 1998
by the then B.J. Habibie government with the hélforeign lawyers out
of fear that longer delays might prompt the debtmrsengage in asset
stripping. These foreign lawyers might not havelyfulinderstood
Indonesia's legal system, and therefore mixed kayetivil and criminal
aspects of the laW?

Rosa dapat menerima kasus ini sebagai sebuah samibmkum,
dikarenakan kebutuhan mendesak saat itu, jadi fjdgi dapat berlaku
untuk semua kasus. Lebih lanjut, Rosa menegasKkanabpertimbangan
krisis ekonomi global dapat menjadi salah satudiakhng mempengaruhi
keluarnya Inpres No 8 Tahun 2002 sebagai dasarnhulelease and
discharge. Namun, Rosa tidak sependapat bahwa penyelesaian in

merupakan salah satu bentuk ADR karena mengangegaase and

8 Suparno, RiyadiRelease and Discharge: What About The Mon&g@, Jakarta Post, 2 Pebruari
2002. Diunduh dariwww.thejakartapost.com/.../release-and-dischargat@bout-money.html
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dischargemerupakan kebijakan bukan kesepakatan sepertufasnADR
pada umumnya.

Menyikapi SP3 yang dikeluarkan kejaksaan aguncatiap kasus
ini. Menurut Rosa, jika hal itu dimasukkan dalamasaskebebasan
berkontrak dalam hukum perdata, maka negara dianggelepaskan
haknya. Namun, yang harus menjadi pertimbanganahdsg¢jauh mana
negara dapat melepaskan haknya. Oleh karena liéin, Satu yang menjadi
penyebab besarnya kontroversi dalam kasus ini elikdean tidak adanya
aturan mengenai posisi negara ketika melepaskamnyhakrsebut.

Rosa menyamakan kasus ini dengésa guiltyyang terjadi di AS
dimana korporasi mendapat ampunan ketika mengaisalbl sehingga
kasusnya tidak diteruskan ke pengadilan. MenurgaRsistem seperti itu

yang saat ini sedang dicoba di Indonesia.

4.2.2. Kebijakan Hukum Pidana

Eva Achyani melihat kebijakairelease and dischargeyang
dikeluarkan pemerintahan Megawati merupakan kedjattalam hukum
pidana. Dalam hukum pidana, menurut Eva ada 2 sayang dapat
dipergunakan yaitypenal dannon-penal Oleh karena itu, Eva menyebut
kebijakanrelease and dischargeebagai kebijakan hukum pidanan-
penal Namun, untuk masuk dalam kategooin-penal sebelumnya harus
disepakati terlebih dahulu bahwa kasus ini merup&esus pidana. Pada
kenyataannya, kasus ini masih banyak yang berpanhdsgbagai kasus
perdata.

Namun, Eva tetap menganggap bahwa walau pun saatlgase
and dischargemasih masuk kategori perdata, akan tetapi pratitekasa
depan, model kebijakan seperti ini akan banyakricite dalam hukum
pidana. Eva mencontohkan mediasi penal yang sudakak terjadi di
negara maju. Sedangkan dalam hukum pidana Indgnksizgsep ini
merupakan hal yang baru jadi masih belum dapatrimi¢e dalam
paradigma penegakan hukum di Indonesia.
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Eva memberi contoh beberapa negara yang sudah malekitan
model seperti ini seperti Belanda dan Uni EropankBa Uni Eropa sudah
memberikan putusan No. 99 bahwa semua kasus pidanes terlebih
dahulu diselesaikan melalui mediasi penal. Hajuga menurut Eva yang
mendasari mengapa putusan MA menglakicial review yang diajukan
oleh ICW dkk. terhadap Inpres No 8 Tahun 2002 yerenjadi dasar
hukumrelease and discharge.

Eva juga mencontohkan kasus-kasus yang terjadiddinesia jika
semuanya diselesaikan dengan cara pidana, makpabbenyak biaya
yang harus dikeluarkan negara untuk tiap tahapepr@eradilan, mulai
dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutaniuBelagi, jika para
debitur mampu menyewa jasa pengacara tangguh yalad tisa
ditandingi oleh kejaksaan yang aparatnya terb&désh karena itu, Eva
menyarankan untuk melihat tujuan hukum itu sendtiarena yang
terpenting adalah kebaikan masyarakat.

Dalam kasus ini menurut Eva tidak mudah mengid&asfkan
siapa yang salah, siapa yang benar. Jika melihdimp@angan untung-
rugi, maka aliran klasik dalam kriminologi terutanyang digunakan
dalam negara-negara di Eropa melihat prosesnyangghi lebih
mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadildnkutindak pidana
ekonomi. Kriminologi menurut Eva tidak hanya meltiaapek legalitasnya
saja tapi juga melihat aspek sosiologis. Jika dilthari asas kemanfaatan,
sisi sosiologis bukan hukum, mungkin masyarakat bnenerima.

Eva melihat kebijakarrelease and discharggang dikeluarkan
pemerintah merupakan diskresi yang dimiliki olemlii@ga penegak
hukum, misalnya kejaksaan agung dengan asas ofiasioya berhak
untuk mengesampingkan kasus ini jika dirasakarktdigpat diteruskan
lagi atau seperti yang dikatakan Rosa Agustinaremptu dikeluarkan
karena pemerintah merasa posisinya tidak kuat digilepan debitur
sehingga memerlukan instrumen hukum yang dapat ksamdebitur

menyelesaikan kewajibannya.

Release and ..., Lily Evelina Sitorus, FISIP Ul, 2009 76 UNIVERSITAS INDONESIA



4.2.3. State Captor

Teten Masduki berpendapat bahwa kebijakeglease and
dischargemerupakan korupsi kebijakan atau yang terkenal aemama
state captor. State captoitu secara sederhana merupakan kebijakan-
kebijakan yang dibuat karena terpengaruh kepemntiriganis. Korupsi
menyerang kejaksaan, UU merupakan korupsi birdkrasiplementasinya
disunat. Operasionalnya dapat ditemukan dalam moelgase and
discharge Release and dischargau pada prakteknya diberikan ketika
debitor dianggap kooperatif. Sebenarnya surat &egman lunas (SKL)
sudah cukup tanpa harus mengeluarkglrase and dischargeMenurut
Teten, obligor-obligor kotor pengemplang BLBI padanya punya utang
dan untuk dibebaskan mereka harus menunjukkan 8k, karena itu,
produk-produk kebijakan ini kemudian menjadi kontiodi

Lebih lanjut, Teten mencontohkan praktekl outdi AS. Menurut
Teten, perbedaannya dengan BLBI adalah dil#, out dilakukan tidak
lewat dana publik tapi lewat perbankan itu send@ebaliknya, masalah
dalam pemerintah Indonesia adalah ketika menyumtikdana publik
sehingga akibatnya dana publik hilang. Sebagaiaelkebijakan, Teten
menilai publik tidak bisa mengampuni. Jika melihdari desain
kebijakannya saja sudah keliru dan igiate captor Jika memang
pemerintah beritikad baik mau menolong seharusmayay \dipilih adalah
pengusaha UKM tapi yang terjadi malah yang ditolpeggusaha yang
punya kepentingan, itu namanstate captorkorupsi di level kebijakan.

State capturanerupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh
world bank state capturgelah berkembang dari faktor utama korupsi di
bekas Negara Soviet dalam pembahasan awal menggadaini menjadi
keraguan akan perannya sebagai faktor utama dataopdi di suatu
Negara. Sejumlah penelitian dalam topik ini menkarimasukan bahwa
state capturaelah berkembang dari kebebasan terbatas masyasigka
kurangnya transparansi, kompetisi dan hak kekayaiatektual. Faktor-

faktor tersebut merupakan bagian dari ukuran pkaibaiuntuk akar
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permasalaharstate capture.Berikut beberapa kutipan hasil penelitian
beberapa ahli di bidang ini:

The authors suggest that the focus of reform shbeldshifted toward
channelling firms' strategies in the direction obma legitimate forms of
influence, involving economic competition, sociétalice", transparency
reform, and political accountability. These reconma&tions are
consistent with the empirical findings in the pajperthe origins of state
capture: improving civil liberties from partial téuller liberalisation can
reduce the extent of the capture economy by 15%8feptage points’

The key recommendations by Hellman and Kaufman Rodtical and
economic reforms; Tackling the incentives to engaggrand corruption;
Prioritising the reform agenda. The paper reinstatehe crucial
importance of: transparency and competifibn

Walaupun telah banyak penelitian mengenai topikamara tahun
1998-2002, sangat sedikit aksi yang telah dilakud@iam bentuk proyek
atau program. Lebih jauh, seperti telah dicontohéaatas, sangat sulit
mengukur faktor yang pasti untuk diterima sebagaktek dalam badan
anti-korupsi yang bekerja di Negara tersebut. §$&ah, ukuran yang
telah ditetapkan di suatu Negara, tidak berhubumagsung dengan teori
state captureseperti yang telah dibuat oleh para ahli dibidamagny

Lebih lanjut, tidak ada paket reformasi yang lamgsierkaitan
dengan fenomenstate captureTidak adanya kerangka yang utuh untuk
ditujukan terhadap masalaitate capturetelah disimpulkan oleh Negara
yang sebelumnya mengakui masalah ini. Namun, adeankanti-korupsi
tertentu yang jika diaplikasikan dengan benar dapabcegah dan atau
mengatasi state capture dan meminimalkan akibatnya. Salah satu

contohnya adalah Negara Rusia:

Practitioners in Russia consistently highlight thhere are two parallel
processes taking place in Russia: state capturelarginess capture (the
latter being used to describe the state unlawfudiing control and

% Hellman, Joel S., Geraint Jones and Daniel Kaufm@aize the State, Seize the Day: State
Capture, Corruption, and Influence in Transitithe World Bank 2000.

°1 Joel Hellman and Daniel KaufmarBonfronting the Challenge of State Capture in Titars
EconomiesFinance and Development, September 2001.
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exercising undue influence over businesses); on,eas described by
some, these two processes have been turned inttusien of state +
business by the elite, with former bureaucrats mgnbusinesses and
business leaders holding or controlling politicdfice 2

%2Anti-Corruption research Centévleasures addressing State Capture in Russia/UkEzingal
Asia, diunduh dariwww.u4.no Expert Answers Practitioner's Queries
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BAB VI
RELEASE AND DISCHARGE
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS BLBI

Bagian ini akan menganalisa kebijakezlease and dischargeebagai
model alternatif masalah baik dalam lingkup perdagaerti yang telah diterapkan
pada kasus BLBI maupun dalam lingkup pidana yangjm@alam bentuk wacana

seperti telah dijelaskan dalam bab kajian pustaka.

6.1. Release and Discharge sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
Perdata

Seperti sudah diterangkan dalam bab kajian puskeitava kebijakan
release and dischargdalam lingkup perdata termasuk alternatif penyates
masalah berbentuk negosiasi. Ketidak siapan hukiian dalam menyelasikan
masalah akibat dari krisis ekonomi di tahun 199¥lah penyelesaian hutang
BLBI. Ketika pemerintah sudah bersepakat dengara ga@megang saham
mayoritas bank swasta yang dihentikan operasirg@a dbmbil alih, dengan cara
membuat perjanjian yang dikenal dengan MSAA, MRMBX APU, maka cukup
banyak kemudian orang menggugat kebijakan yang ldiapemerintah ini,
dengan alasan hukum Indonesia tidak mengenal dak thengatur perjanjian
seperti itu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa gyerdn oleh pemegang
saham mayoritas bank dengan harta pribadi atasdidenggap tidak cukup,
karena pemegang saham mayoritas bank dianggap ukelak korupsi.
Penyelesaian masalah BLBI ini kemudian, tidak hamgajadi masalah hukum
tetapi berubah menjadi masalah politik yang persgtennya dilakukan dengan
langkah politik?®

Salah satu penyebab keluarnya kebijaka&lease and dischargmenurut
sebagian pandangan adalah karena campur tangarH&llEu juga yang menjadi

dasar mengapa IMF sepertinya merasa turut bertaggguvab atas krisis yang

% Maqdir Ismail, MagdirPeranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Bagia®0 Pktober
2008. Diunduh darihttp://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/30/parhukum-dalam-
pembangunan-ekonomi-bagian-ii/
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menimpa pangsa pasar Asia yang mengakibatkan hutktgtur semakin

meningkat dan Negara kehilangan asetnya. WakikudirelMF, Anne Krueger

menyatakan bahwa IMF hanya bertujuan memberikaalikatang nantinya akan
membuat debitur dan kreditur bernegosiasi dalangk@&mmemecahkan hutang
dengan jangka waktu yang masuk akal. Katalis yangakkud berupa kerangka
perlindungan hukum bagi debitur dari kreditur yaidigk mau turut dalam upaya
restrukturisasi dengan timbal balik itikad baik deb untuk menyelesaikan
hutangnya kepada kreditur dan membuat kebijakaiy yaencegah masalah ini

kembali terjadi di masa dep&h.

A formal sovereign debt restructuring mechanism ldvaieed to be built
on four key features: First, the mechanism would need to prevent
creditors from disrupting negotiations leading to eestructuring
agreement by seeking repayment through nationattso@econd, the
mechanism would have to provide creditors with sguerantee that the
debtor country would act responsibly during the rseuof any standstill
Third, private lenders would need encouragement to geofiesh money
to help the debtor meet its financing nedelsurth, the mechanism would
have to bind minority creditors to a restructuriegreement once it has
been agreed to by a large enough majofity.

Aspek perdata lain yang juga penting dalam kebijakelease and
discharge adalah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnyamdalentuk
perjanjian MSAA, MRNIA dan APU. Aspek tersebut mempatkan pemerintah
dalam posisi sebagai pihak yang melakukan perjaigecara perdata. Pada saat
perjanjian-perjanjian diadakan diantara kedua beldiak maka perjanjian itu
murni tunduk pada hukum perjanjian yang diatur lkdicla KUHPerdata.
Perjanjian-perjanjian tersebut tunduk pada asas-asdara lain, asdacta Sunt
Servanda asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas kesgmn, asas

persamaan, asas itikad baik. Perjanjian yang sud@&mpunyai kekuatan

94 Krueger, Anne.International Financial Architecture for 2002: A WeApproach to Sovereign
Debt RestructuringNational Economists' Club Annual Members' DinAeterican Enterprise
Institute, Washington DC, 26 November 2001
95 |1h;

Ibid.

Release and ..., Lily Evelina Sitorus, FISIP Ul, 2009 81 UNIVERSITAS INDONESIA



mengikat tidak boleh dirubah secara sepihak kecjilgdi ada alasan yang
ditentukan oleh undang-undatfy.

Didalam perjalanan waktu terjadi perubahan keadgaitu Kksisis
ekonomi/keuangan yang dapat mengakibatkan ekonaygafd menjadi runtuh.
Karena itu untuk mengatasinya kepada kreditur (BPBiderikan wewenang
khusus (publik). Berdasarkan wewenang itu BPPN beruperjanjian semula
menjadi perjanjian bentuk baru seperti MSAA, MRNIdan PKPS-PU.
Wewenang yang diberikan undang-undang kepada BRIPPélanggar sistem
yang berlaku. Pertanyaannya ialah sejauh mana ggdasn sistem itu dapat
dibenarkan.

Untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi damakgan yang
didalamnya terdapat penyertaan modal Negara dararbleigrancam bahaya,
maka Jika sengketa yang terjadi diselesaikan dilpemgadilan Qut of Court
Settlemen{OCS)) maka acuannya tidak kepada hukum perd#ai temengacu
kepada hukum publik. Untuk memenuhi asas legalii@zhtsvaardigheiyl
diciptakan undang-undang seperti UU PUPN, UU Pddiandan UU Pasar
Modal. Secara formal hal itu dapat dibenarkan sabsgsuatu hal yang sah tetapi
secara materiil jika dilihat dari sistem hukum yabgrlaku maka terjadi
penerobosan sistem oleh hukum publik terhadap huygendiata. Alasan pembenar
itu didasarkan pada situasi darurat yang membabaykdpentingan umuii.

Pembuatan perjanjian antara Pemerintah dan bebeatapi@or dalam
berbagai program harus dianggap sebagai upaya lpsay@ melalui jalur
perdata guna mengembalikan uang kepada negaraelBeagn jalur perdata
dilakukan melalui gugatan ke pengadilan untuk perigdian uang negara yang
telah hilang atau melakukan negosiasi di luar péitya Penyelesaian seperti itu
memang mengundang perdebatan dikarenakan keingyagg kuat untuk
membawa kasus ini ke depan pengadilan, akan tétakii yang ada tidak

mencukupi. Begitu pula, para pihak yang menginginklebitur dikategorikan

9% Darus, MariamBeberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengk&mang Ekonomi
Keuangan di Luar PengadilaiKertas kerja disajikan pada Seminar dan LokakBembangunan
Hukum Nasional Ke VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18i003.

bid.
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melakukan tindak pidana korupsi, sayangnya yarjgdiemalah sebaliknya, para
pembuat kebijakan yang dihukum sebagai koruptor.

Menurut jaksa Agung Abdul Rachman Saleh, negaraktidagi
mempunyai hak tagih akibat adanya SK PKPS. Kareéna kiejaksaan akan
menggunakan otoritas pasal 35 UU No 16/2004 tenkajaksaan Agung, yakni
wewenang jaksa agung untuk mengesampingkan petkarekepentingan umum
(deponi). Pemberian surat keterangan lunas adalah bagiain pgnjaminan
kepastian hukum kepada pemegang saham yang meagaleskewajibannya.
Penjaminan tersebut sesuai dengan kerangka hukurg gadah ditetapkan
pemerintah saat ini, mulai dari Ketetapan MPR, agdandang, serta keputusan
kabinet yang dikeluarkan dalam bentuk InstrukssRlen No 8 Tahun 200%.

Inpres yang dikeluarkan Megawati tersebut jika thgarikan sebagai
penyelesaian masalah di luar pengadilan merupalsknedi yang dimiliki oleh
pemerintah. Hal itu didukung dengan putusan MAdddpjudicial reviewyang
diajukan terhadap Inpres tersebut. Inpres ini makap produk hukum yang baru
diperkenalkan dalam sistem hukum yang berlaku domesia, oleh karena itu
keberadaannya banyak mengundang kontroversi. Najikanmelihat praktek
yang sama sudah berlaku umum di banyak negararda,dseharusnya hal ini
bukan merupakan masalah lagi. Fleksibilitasnyaesishukum harus dilihat dari
tujuan akhir, karena jika tujuannya baik, maka esisthukum apapun yang
digunakan tidak menjadi suatu masalah, hal itugymenjadi pendapat umum
para narasumber dalam penelitian ini.

Penyelesaian di Luar Pengadilan selama ini dalderemesi hukum di
Indonesia adalah untuk kasus-kasus perdata dimemaapghak yang bersengketa
bisa berdamaidading. Penyelesaian sengketa kontrak nasional/intevnaki
yang dibolehkan menggunakan sarana hukum arbifpaserasitan) atau alternatif
penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan.irResihgan memilih cara itu
dilakukan demi kebijakan makroekonomi dan keseirghanuntuk memulihkan
kerugian keuangan negara dan keuangan pihak k@tgigor) yang beriktikad
baik mengembalikan uang yang dipinjamnya.

% Soedarno, Ernant®embebasan Obligor dan Kepastian Hukuawa Pos, 22 Maret 2006,
diunduh dari: http://antikorupsi.org/docs/rdpbaridnesiadpr08.pdf
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Hal itulah yang menjadi dasar mengapa pemerintalp taempertahankan
penyelesaian dengan carat of court settlemenBenyelesaian tersebut dianggap
dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada emgmnakan debitur

sedangkan uang negara tidak kembali.

6.2. Release and Discharge sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
Pidana

Aspek pidana kasus ini terletak pada klausul yarepyatakan bahwa
aturan perdata tidak serta merta meniadakan pidenean ini merupakan aturan
umum dalam prinsip hukum yang disepakati semuasnarber dalam penelitian
ini. Hanya saja, beberapa narasumber memaklumiiiopada saat kebijakan ini
dikeluarkan sehingga masih menerimanya dalam kaj@®g berlaku sampai
saat ini.

Out of Court Settlemenumumnya dikenal sebagai kebijakan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memilé&ivenang untuk melakukan
beberapa hal sebagai berikut: sebagai penenturkelwkhir dari suatu kasus
sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, urajuga memiliki wewenang
melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidang yilakukan oleh pihak
tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dil&aju dengan permintaan kepada
pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korbsiilah umum yang
populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam gerkpelanggaran hukum
pidana’®®

Dalam konteks kasus BLBI, untuk membantu prosesgpatan usaha
restrukturisasi utang swasta dibentuklah Satuara3WRyakarsa Jakarta (STPJ).
STPJ ini dalam melakukan tugasnya sebagai mediadalah untuk
memperjuangkan kepentingan Pemerintah dan karenadtdimensi hukum
publik. STPJ berperan sebagai: mediator antara ghatodior dan kreditor dalam
negosiasi restrukturisasi utang; dan fasilitatolamia pemberian kemudahan di

bidang tertentu (regulatory incentive) dalam ranggstrukturisasi utang®

% Meliala, AdrianusPenyelesaian Sengketa alternatif: Posisi dan Pagasdi Indonesiall Juli
2008, diunduh dariwww.adrianusmeliala.com/files/pub2/fpub2_220820&220
190 Op. cit. Mariam.
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STPJ melaksanakan tugasnya berdasarkan suatu kear&egja yang
disebut "Mediasi Terstruktur" yaitu suatu prosesgéen suatu batasan waktu yang
telah disepakati. STPJ dilengkapi dengan suatemsistanksigtick dan insentif
(carrot) yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mempetdgpcapainya suatu
kesepakatan restrukturisasi utang. Sistem sanksridan apabila pihak yang
terdaftar dikategorikan sebagai tidak kooperatipaBila pihak debitor tidak
kooperatif, maka hal itu dapat diajukan kepada ks&gan Agung untuk proses
kepailitan. Mediasi dapat dikatakan sebagai pilipanyelesaian masalah di luar
pengadilan yang dipilih sebagai opsi dari Pememnini@tuk memaksimalkan
pengembalian uang Negdfs.

Keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam meraikbes kasus-
kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian padamnya diserahkan
kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lairgyaga amat menonjol
adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk petigeanksi, pihak pelaku
dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/kseéip dengan pihak
korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah kizsépakatan bersama antar
para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan peldkukan berdasarkan kalkulasi
jaksa dan putusan hakim.

Pemerintah, khususnya melalui Presiden Megawati ké8neputri,
menurut Gayus Lumbuun, sesungguhnya telah mempsdkieen ADR dalam
sistem hukum pidana, yakni melalui Inpres No. 8uraB002 tentang pemberian
Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telakenydlesaikan
Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitugygidak Menyelesaikan
Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian KewajibaneBang Saham. Sebagai
suatu kebijakan, maka kelemahan dari kebijaledease and dischargfR &D)
ini terlihat dari kurang kuatnya landasan hukumaksdnaan R & D itu sendiri.
Seharusnya, kebijakan R & D dituangkan dalam undenttang dan diatur secara
komprehensif menjadi suatu bentuk alternatif pegsabn perkara-perkara non-

pidana. Betapapun demikian, secara substantifgfoRs& D merupakan langkah

101 | pid.
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maju dalam sistem hukum pidana yang mengarah keplémative dispute
resolution systerff?

Hal ini penting untuk ditekankan mengingat konssiukukum pidana
Indonesia sebenarnya tidak mengenal model penyateparkara pidana melalui
ADR. Sebagaimana dapat terlihat, dalam hal pergaraelisihnan yang termasuk
bidang hukum non-hukum pidana sekalipun, model Afif®@mpatkan sebagai
alternatif terakhir. Pertama-tama perlu dijelaskahwa kasus-kasus hukum yang
memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ARBalah sebagai berikut:

Pertama, kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaldgk ti
melibatkan negara atau dapat pula diprioritaskatukurtindak pidana yang
termasuk kategori delik aduan sebagaimana telatadian di atas. Disamping
itu, ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pedgang korbannya adalah
masyarakat atau warga negara sehingga mereka isgadg mengungkapkan
tingkat kerugian yang dialaminyakedua, tindak pidana yang walaupun
melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku),itetemerlukan penyelesaian
mengingat berdampak langsung kepada masyarakailniviss untuk tindak
pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharaplanya pengembalian
dana negara dalam kasus-kasus kortffsi.

Dalam hukum pidana, model penyelesaian sepertiilkenal dengan nama
pendekatan restoratifrgstorative approach dan rehabilitatif ehabilitative
approach). Suatu model baru yang diharapkan dapat dimasukkbagai salah
satu model penyelesaian dalam sistem hukum pidiémaTlentu saja, di samping
model penyelesaian represif dan preventif. Pendekegstoratif lebih bertujuan
memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengaktidakseimbangan agar
menjadi tidak bermasalah atau tercapai keseladamatkemaslahatan bagi bangsa
dan negara. Dalam hal ini adalah keseimbangan ekomakro di tengah krisis
keuangan negard?

Salah satu konsep yang sudah dimatangkan dalam RUMP adalah
adanya mediasi penal. Konsep ini seperti yang sufijglaskan dalam bab 2

merupakan konsep baru yang mengakomodir sistemnhulegara maju dalam

102 | pid.
103 | pid.
104 | bid.
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menyelesaikan kasus tindak pidana perekonomiardaBBlawawi Arief, salah
satu penggagas konsep ini di Indonesia memandahg lpghwa sanksi terhadap
korporasi atau tindak pidana ekonomi tidak samaaenindak pidana biasa.

Berbeda dengan negara maju. Menurut pakar hukumangidRomli
Atmasasmita, penegakan hukum di negara maju tephapara debitor
nonkooperatif, apalagi yang membahayakan iklim kgaa dan perbankan, justru
dilaksanakan secara konsisten serta sejalan desggms kepastian hukum dan
imparsialitas (ketidakberpihakan) praktik peradilgang semestinya. Hal itu
disebabkan, negara-negara maju telah memiliki Ig&idi bidang politik,
ekonomi, keuangan, iklim perbankan, dan sosial.e§a&kan hukum pidana di
negara maju justru telah memperkuat posisi penarimtalam mencegah dan
memberantas tindak pidana di bidang keuangan ddmamean. Sementara di
negara berkembang, seperti Indonesia, karena nsihpat kelemahan dalam
bidang politik, ekonomi, dan iklim perbankan yanglum sehat, penegakan
hukum pidana justru sulit ditegakkan secara koesistan sesuai dengan asas
kepastian hukum. Sementara itu, asas imparsigiaadilan masih diragukan.
Kondisi itu malah potensial menimbulkan ketidakadildan ketidakmanfaatan
(ekonomi) lebih besar. Jadi, meski terasa pahit giuspektif kepastian hukum,
kebijakan jaksa agung yang akan mengikuti ketentemrg sudah diputuskan
otoritas keuangan memang tak terelakkan lagi.

Sejatinya, hukum memang harus bisa memuaskankeesdilan dalam
masyarakat, akan tetapi jika pada akhirnya adagsminanasyarakat yang merasa
dikecewakan dengan proses hukum yang terjadi, makdah sepatutnya
kekecewaan tersebut disalurkan melalui jalur hukyonga. Banyaknya,
kepentingan politis yang melingkupi kebijakan iremmbuat proses hukum seperti
jalan di tempat. Hal itu malah pada akhirnya menilidn kerugian yang lebih
besar karena kepercayaan masyarakat terhadap hukamdi berkurang padahal
di negara hukum, hal itu merupakan substansi yégai

Apabila hukum perdata dengan sanksi berupa gagtiberusaha untuk
melindungi hak-hak sipil/privat, maka hukum pidanelalui proses kriminalisasi
dan sanksi yang lebih berat (pidana mati, penjarajngan dan atau denda serta

pidana tambahan) berusaha untuk melindungi tidakyd&epentingan pribadi,
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tetapi juga kepentingan pribadi dalam kaitannyagdarkepentingan masyarakat
luas, seperti kepentingan umum dan kepentinganraeBalam hal ini, atas dasar
asas komplementer antara hukum perdata dan hukdemai pendayagunaan
imprisonmen{yang merupakan sanksi hukum pidana) sebagai ypakga badan
(gijzeling) terhadap debitur yang beritikad tidak baik, mas#pat dibenarkan
sejauh didasarkan atas alasan yang dapat dipeuagiggvabkan. Pemberlakukan
upaya paksa badan tadi pada dasarnya merupakan&isasi terbata®

Hal itu juga yang merupakan solusi akhir dari kaisugika para debitur
tetap menolak menyelesaikan kewajibannya. Kejakagang dalam rapat dengar
pendapat dengan DPR Rl memutuskan bahwa kasus dasukndalam ranah
perdata dikarenakan pemerintah tetap menginginkamygbesaian diluar
pengadilan. Pemerintah dalam hal ini diwakili ol€epartemen Keuangan
menyakinkan bahwa jika para debitur tetap menofakka pemerintah akan
melakukan upaya paksa badan.

Namun, pemberlakukan hukuman itu juga harus medghirkesalahan
penafsiran yang selama ini sering terjadi di witayeukum. Upaya paksa badan
merupakan kriminalisasi terbatas, jangan sampgdieketika upaya hukum itu
dilakukan, pemerintah dianggap melalukan krimieisterhadap para debitur
seperti yang umumnya terjadi di negara maju. Krafigasi dapat diartikan
sebagai berikut; (a) proses menjadikan suatu pebyang semula bukan tindak
pidana menjadi sebuah tindak pidana; (b) mengakasikan ketentuan hukum
pidana yang semula dianggap sebaghimum remediummenjadi primum
remedium (c) perluasan subjek hukum pidana mencakup pidtasdasar prinsip
komplementer terhadap pelanggaran norma-norma hyderata ¢ivil offense)
dan hukum administrasi. Salah satu syarat krinsaali adalah keberadaan
korban, baik korban aktual maupun korban potensial.

Imprisonment for debtgelas mengandung dua jenis korban tersebut.
Syarat lain adalah apakah fungsi subsidair diperddiam arti tidak adanya cara
lain yang lebih efektif dan penggunaaost and benefit analysi&Kapasitas atau
kelayakannya untuk diterapkan merupakan faktor ipgntyang harus
diperhitungkan sehingga tidak menimbulkan kesannyaavekriminalisasi.

105 | bigd.
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Kriminalisasi tidak boleh bersifeadhocdan terlebih lagi dimaksudkan sebagai
tindakan pembalasan semata-mata. Ringkasnya, lalisasi tetap harus berpijak
pada tujuan-tujuan positif®

Sifat komplementer juga terjadi antara hukum pidaten hukum
administrasi dalam bentukadministrative penal law” yang semakin marak
dalam kehidupan modern. Dalam hal ini nampak semaikitensifnya
kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yangersghya masuk wilayah
hukum administrasi. Dalam konteks ini dibutuhkannksa pidana untuk
memperkuat sanksi administrasi dalam rangka mendoseseorang untuk tetap
taat terhadap norma-norma yang mendasarinya, sdpknn masalah lingkungan
hidup, perpajakan, kearsipan, perlindungan konsurdan sebagainya. Istilah
imprisonment for civil debakan memberi kesan terjadinya intervensi hukum
pidana sebagai bagian hukum publik terhadap masadetalah perdata dalam
batas-batas tertentu memang bisa dibenarkan, nuatgsikap komplementer
yang demikian itu bukan sesuatu yang asing lagandakehidupan hukum di
Indonesia.’’

Khusus mengenai fungsi subsidagrzeling merupakan reaksi terhadap
sistemalternative dispute resolutiogang tidak memuaskan dan proses hukum
perdata yang berlarut-larut dan bertentangan demgensip pengadilan yang
cepat. Alasan penolakan terhadapprisonment for debtseperti yang terjadi di
Texas, berkaitan dengan pemikiran bahwa memenjarakeengurung, atau
bahkan mengancam pemenjaraan dan pengurungandprpesses penyelesaian
hutang seorang debitur yang beritikad baik, ad#algkah yang tidak beradab
dan sama sekali tidak dibenarkan. Alasan lain, itika dengan pengalaman
empiris, bahwa sekalipun penerapan hukum pidanandéasus-kasus perdata
didasarkan atas keinginan penuntut umum untuk ntekga perang melawan
pengusaha yang terlibat dalam perselisihan konttaki mencari keadilan,
namun ternyata eksesnya adalah pemerasartion)terhadap pengusaha yang
jujur yang tidak mampu untuk menerima stigma ataaanakibat pemenjaraan. Di
samping itu alasan kemampuan atau ketidakmampuaitudeintuk memenuhi

kewajibannya yang terkait dengan persoalan fingnseaingkali menimbulkan

108 | pid.
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penegakan hukum pidana yang diskriminatif yang isafvg/a bertentangan
dengan konstitusi. Hal ini sangat mungkin terjagialzila kinerja debitur
didasarkan padanjustifiable standardlanarbitrary classification.Bagi mereka
yang terkena, langkah pemenjaraan akan dianggagaetindakan hukum yang
tiranik dari sebuah sistem kekuasaan yang arogdatgsenerapan teori rekayasa
sosial yang berlebiha®

Selain itu, ternyata di Negara-negara lain, timkmdadaran bahwa pidana
penjara memang tidak disukai, tetapi sampai sadidak ditemukan gantinya.
Kecenderungan internasional yang sangat eksklasdnd dekade terakhir antara
lain adalah berkembangnya konsep untuk selalu mienttarnatif dari pidana
kemerdekaan afternative to imprisonmeptdalam bentuknya sebagai sanksi
alternatif @lternative sanctions Alasannya sebenarnya tidak hanya bersifat
kemanusiaan, tetapi juga atas dasar pertimbandasofis pemidanaan dan
alasan-alasan ekononfr,

Dalam banyak hal, alternatif terhadap pidana keeiexan élternatives to
custodial sentencgdiartikan sebagaalternative sanctions/akni sanksi yang
dapat menggantikan pidana kemerdekaamd¢tions which can replace custodial
sentences Jadi sanksi ini hanya dapat diterima hanya dpadanksi tersebut
dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana kemedeksanya karena tidak
efektif, maka harus dicarikan alternatif. Pendekal@n adalah bahwa sanksi
alternatif tersebut diartikan sebagai usaha memcagaan-tujuan alternatif
(alternatives goalsyang tidak dapat dicapai dengan pidana kemerdelkengan
kata lain dinyatakan bahwa pidana kemerdekaan agrada tujuan yang salah.
Tujuan akhir adalah menggantikan pidana kemerdeldsmgan sistem yang
dinamakan non-punitive measure Dengan demikianalternative sanctions
diartikan sebagailternative objectives™

Sebagai bahan kajian, sangat menarik apa yang dkaman oleh D
Downes, seorang kriminolog Inggris yang memberikajuh alasan mengapa
negeri Belanda mengurangi penggunaan pidana keksende

* Sehubungan dengan adanya gerakan dekarkedestarteration

108 | pid.
199 0p. cit. Muladi.
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movement mengingat sangat mahalnya penggunaan pidana
kemerdekaan. Di samping itu, penggunaan pidana tdakaan
sebagai ultimum remedium hanya cocok bagi pelakdak pidana
yang benar-benar mengancam masyarakat;

» Terbatasnya kapasitas penjara yang ada;

* Adanya spirit toleransi dalam administrasi peradilpidana yang
Belanda yang banyak dipengaruhi oleh iklim poliy#&ng bercirikan
kompromi;

 Adanya perkembangan yang pesat dari infrastruktatayanan
masyarakat;

* Pengaruh pendidikan teoritis dari para hakim daksgasemasa
mahasiswa, yang banyak dipengarulidtrecht School yang
menganjurkan pengurangan pidana kemerdekaan;

* Konsistensi para penyelenggara peradilan pidanaederi Belanda
yang sangat profesional;

e Sehubungan dengan lahirnya Doktrin Rehabilitasiaptahun lima
puluhan.

Kiranya dengan melihat bahwa Indonesia masih mehkara aturan

hukum yang berasal dari Belanda, maka dapat dipali&m ide alternatif
penyelesaian masalah menjadi isu yang patut dipesingkan dalam wacana

penegakan hukum di masa datang.

6.3.  Analisa Ekonomi

Krisis ekeonomi yang menimpa Indonesia pertengaterun 1997
sesungguhnya merupakan krisis global yang sehaausigah dapat diantisipasi
pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah terbukinidan dalam penanganan
krisis, akibatnya kebijakan lanjutan pun tidak dapananggulangi masalah yang
ada sehingga terjadilah yang dinamakan krisis nalittiensi. Pada saat itu, apa
pun bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintaanghap sudah terlambat
untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Dari beberpa teori ekonomi yang dikemukakan ddbaim kajian pustaka,

dapat terlihat bahwa krisis ekonomi merupakan lmgiang tidak mungkin
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terhindarkan dalam dinamika perekonomian suatu med@agaimanapun sistem
ekonomi yang dianut suatu negara, hal itu tidak eatnya terlepas dari
ancaman krisis. Contoh nyata yang dapat membuktii@nitu adalah resesi
ekonomi Amerika ketika pemeintah terpaksa tururgaandengan mengeluarkan
bail-out terbesar sepanjang sejarah yaitu $700 juta.

Resesi Amerika itu pula yang membuat pemerintadoriesia kembali
mengeluarkan kebijakan serupa dengan yaitu dengenbail out bank century
sebesr Rp 6,7 triliun. Dampak sistemik yang ditkant pemerintah digunakan
sebagai salah satu alasan untuk mengeluarkan kabijeersebut. Jika melihat
dari kedua peristiwa tersebut, penulis berpendaphtva BLBI yang dikeluarkan
pemerintah pada saat terjadi krisis moneter tal@8v/1998 dapat dibenarkan
karena situasi dan kondisi saat itu terbukti lebistemik’ daripada kondisi dan
situasi yang terjadi pada sdmtil outcentury.

Namum, yang perlu diingat dalam situasi sepaitaialah diperlukannya
keputusan yang cepat dari pemerintah untuk mendelnakebijakan dalam
penanganan krisis sehingga tidak terjadi masalaiy yembul akibat kebijakan
yang kontroversi dalam masyarakat. Jika pada kd€197/1998 pemerintah
memutuskan kebijakan penyelesaian yang tepat saatadalah dengan
menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalliame PKPS dan disusul
dengan Inpres No 8 tahun 2002 yang memberi klatedehse and discharge
kepada debitur yang beritikadi baik, maka keputusamerintah menbail out
century saat ini menurut penulis lahir dari pemdaikyang sama, membuat suatu
alternatif penyelesaian masalah yang cepat deregakorekonomi yang sedikit.

Selain itu, sesungguhnya ada satu solusi lain yanmgkin dapat
dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu membuekanisme Bank Khusus
penanganan Jaminan Utang atmergency Bank Debt Insurance Mechanism
Lembaga penjamin simpanan yang lahir akibat dasikimoneter tahun 1997,
bisa dikatakan merupakan hasil yang signifikan #aputusan pemerintah saat
ini, akan tetapi hal itu terbukti tidak cukup ketikebijakan LPS untuk metail
out Century masih menimbulkan perdebatan di masyardBbgth karena itu,
diperlukan suatu alternatif lain yang independetukirmenangani krisis yang
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pasti akan terjadi di masa depan sesuai denganssikonomi yang selalu
berulang.

6.4. Tinjauan Kriminologis

Bagian ini akan melihat sudut pandang kriminoldgebelum memulai
pembahasan, penulis melihat perlunya mengklarifig@ndangan mengenai
paradigma penulisan ini. Salah satu pandangan tolotgis terhadap kasus ini
adalah bahwa pemberiaglease and dischargaerupakan masalah sosial yuridis.
Jika dilihat dari sudut pandang sosial yuridis ma&ari yang cocok untuk
menjelaskan kasus ini adalah tewocial reality of crime. Teori yang
dikemukakan pertama kali oleh Richard Quinney tarsememiliki 5 premis
dasar, antara lain:

* Premis 1. definisi tentang tindak pidana kejahaf@erilaku yang
melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang tdikgm oleh para
pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang temnseg Ssecara
politik atau kualifikasi atas perilaku yang melaagdiukum dirumuskan
oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai keknasaa

* Premis 2: kejahatan adalah gambaran perilaku yangriangan dengan
kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekaa untuk
membentuk kebijakan publik atau perumusan pelaagganukum
merupakan perumusan tentang perilaku yang Dbertgatandengan
kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan;

* Premis 3: definisi tindak kejahatan diterapkan aath masyarakat yang
memiliki kekuasaan untuk membentuk pelaksanaan administrasi
hukum pidana. Kepentingan penguasa ikut mencangusemua tahap
dimana kejahatan itu diciptakan;

* Premis 4: pola aksi tindakan melanggar hukum atkk tergantung psda
faktor; kesempatan dalam masyarakat, pengalamaaheldentifikasi
pada pihak-pihak lain dan konsep diri;
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* Premis 5: pemahaman tentang tindak kejahatan diketdn diserap ke
dalam kelompok-kelompok masyarakat lewat saranaukirasi***

Jika berpegang pada teori ini, maleglease and dischargenerupakan
suatu alat kejahatan dari pihak yang berkuasa. Wadiak bisa dipungkiri jika
melihat akar paradigma pemikiran Quinney yang kerpdda mazhab konflik
sehingga ketika merumuskan suatu teori tidak dapdepaskan dari
subyektifitasnya. Namun, patut juga menjadi pertindgan bahwa alur pemikiran
Quinney yang dimulai pada tahun 1960an, sejalargalerwaktu mengalami
perubahan. Saat ini, Quinney bahkan lebih terkelgalgan teorinya tentang
peacemaking criminologyang lebih menakankaproblem solvingdaripada
konflik itu sendiri. Mengenai teori realitas soskajahatan pun, Quinney masih

memberi ruang untuk perubahan:

This theoretical approach of crime consist of sal/process:

1. how criminal definitions are formulated;

2. how criminal definitions are applied,

3. how behavior patterns develop in relations to criaiidefinitions;

4. how criminal conceptions are constructed. The do@ality of crime is
constantly being created?

Selain sudut pandang di atas, kriminologi juga nhi&mcabang ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan masalah korlamakan atau biasa dikenal
dengan istilah viktimologi. Jika saat ini korbandefinisikan secara normatif
sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana, nogkegan memahami
realitas sosial kejahatan, ruang lingkup korbaraktidnelulu seperti yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangandakan pemerintah yang
merugikan rakyat juga merupakan kejahatan meskipamerintah bertindak
dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan takya

Masyarakat yang tidak banyak tahu mengenai perubagiwditik dan

ekonomi makro sebenarnya menjadi korban dari tiadalpara penguasa

Nitibaskara, Ronny R. dan Bambang Widodo UrSarsiologi Hukumndiunduh dari:
www.tantyasudhirajati.org/index.php?action=downloaluild...NDg..

12 Quinney, RichardThe Social Reality of Crim@ransaction Publisher, New Brunswick, New
Jersey, 2001.

13 Raharjo, AgusBenang Kusut BLBI, MSAA dan PKPS (Tinjauan dari\distimologis),
diunduh darihttp://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/FileklUM/benang-kusut-blbi.htm
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(pemerintah, Bank Indonesia dan BPPN) dan pengustakonglomerat nakal
yang mempermainkan kredit likuiditas. Dalam kostekktimologi (terutama
new victimology, apa yang dirasakan oleh rakyat dapat dikelomgoldebagai
korban penyalahgunaan kekuasaan politik dan ekanéma yang dilakukan oleh
pemerintah pada dasarnya bersifat politis dan kphksghatan itu sendiri dapat
juga didasarkan pada aspek politis seperti dikataiteh Chambliss "What gets
defined as criminal or delinquent behavior is thesult of a political process
within which rules are formed which prohibit or tgce people to behave in
certain ways'"'*

Namun, perlu dilihat kembali kata kunci di atas wah selama
pendefinisian korban kejahatan masih berada padgkdp pidana, maka
penyelesaian atas nasib korban kejahatan pun ddihet dari ketentuan pidana
yang ada. Dalam konteks penelitian ini, kasus Bil&igan kebijakarelease and
discharge telah dikonstruksikan sebagai kasus dengan pesaiale perdata
sehingga penyelesaian yang ada pun harus dalam lingkup t@er@eh karena
itu, penulis berpendapat bahwa kebijak@hease and dischargsudah tepat
karena memungkinkan adanya penyeelsaian perdapma tarengesampingkan
aspek pidananya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulakgjahatan
namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dakanmbwmi, bahkan semakin
meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semednggih pula ragam
dan pola kejahatan yang muncul. Tidak hanya dined@ saja, pada dasarnya
setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakdd paasa modern ini
berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan damgumangi serendah
mungkin angka kejahatan melalui berbagai alterpatifegakan hukurt?

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini modddernatif
penyelesaian masalah menjadi wacana yang berkemégatan dengan ide

perkembangan pemidanaan itu sendiri.

114 h;
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